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Abstract : This study aims to determine the effect of tax knowledge and tax sanctions on MSME 
taxpayer compliance at the Medan Market Center. Tax is participation in paying an amount of money 
owed to a country by the public and private individuals or maybe a business entity where the collection 
can legally be carried out by force, by not receiving direct benefits and being used to finance the needs of 
a country for the prosperity of society and people. Quantitative method with an associative approach, 
data collection techniques using a questionnaire the number of samples in this study were 100 people in 
the city of Medan. Sampling technique using a questionnaire. Data were analyzed by multiple linear 
regression method. The results of this study indicate that tax knowledge has a significant positive effect 
on MSME taxpayer compliance at Medan Market Center, tax sanctions have no significant effect on 
MSME taxpayer compliance at Medan Market Center. 
 
Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance. 
 
I. Pendahuluan 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan 
sebagai pembiayaan pembangunan daerah, khususnya yang terjadi pada daerah Kota 
Medan, pajak dalam pemungutannya mengacu kepada peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hantono & Sianturi, 2021). Proporsi 
pajak di dalam penerimaan daerah sangatlah besar, maka pemerintah disini memiliki 
tugas untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Beberapa upaya Direktorat Jendral 
Pajak untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, antara lain adalah dengan 
meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, melaksanakan reformasi pajak 
secara konsisten dan berkelanjutan, dan meningkatkan pengetahuan mengenai 
perpajakan kepada wajib pajak dalam bentuk sosialisasi terhadap manfaat dan tata cara 
pelaksanaan perpajakan. 

Menanggapi hal tersebut Direktorat Jendral Pajak Provinsi Sumatera Utara 
mulai memberi perhatian lebih terhadap para pelaku pelaku bisnis khususnya para 
pelaku UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah, seiring berjalannya waktu 
pertumbuhan sektor usaha ini semakin bertambah setiap tahunnya. Berikut data 
pertumbuhan UMKM di Pusat Pasar Medan 4 tahun terakhir. 
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Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 2028-2021 
 

 
Gambar 1. Grafik Jumlah UMKM Pusat Pasar Medan 

Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM, 2021 
   
 Berdasarkan grafik di atas pada tahun 2018 ada 1.580 unit UMKM kemudian 
meningkat pada tahun 2019 yaitu 1.621 unit UMKM, walaupun sempat terjadi 
penurunan pada tahun 2020 akibat terdampak Covid-19 namun pada tahun 2021 
jumlah UMKM kembali meningkat yaitu sebesar 1.603 UMKM yang ada di Indonesia. 
Data ini menunjukkkan bahwa UMKM di Pusat Pasar Medan memiliki tingkat 
pertumbuhan yang konsisten di tiap tahunnya. 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang 
mempunyai peran cukup besar dalam perekenomian daerah (Kamilah, Harahap, 
Cahyatini, & Nadila, 2021). Berdasarkan data Produksi Domestik Regional Bruto 
(PDRB) tahun 2021, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 23,46% dari total 
PDRB Kota Medan. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM 
terhadap penerimaan pajak, terdapat miss-match dimana kontribusi UMKM pada 
penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan 
pajak daerah Kota Medan. 

Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan dari tahun 2017 
hingga 2021 sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Medan 

No  Tahun  Wajib Pajak  Wajib Pajak Membayar Pajak Persentase 
Kepatuhan 

1 2017 15.101 6.535 43% 
2 2018 15.972 6.586 41% 
3 2019 16.953 7.304 43% 
4 2020 18.055 6.592 37% 
5 2021 18.142 6.623 36% 

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia, 2021 
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Mengacu pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah UMKM yang 
melakukan pelaporan  pajak di tahun 2017 sebanyak 6.535 dari total 15.101 wajib pajak 
dengan persentase kepatuhan sebesar 43%, pada tahun 2018 mengalami  penurunan 
persentase kepatuhan yaitu sebesar 41%, dengan jumlah wajib pajak yang membayar 
pajak sebesar 6.586 dari total 15.972 wajib pajak, pada tahun 2019 mengalami 
peningkatan yaitu sebesar 43% dengan jumlah wajib pajak yang lebih besar dari tahun 
sebelumnya yaitu sebanyak 7.304 dari total 16.953 wajib pajak, namun pada tahun 2020 
dan 2021 persentase kepatuhan wajib pajak jauh mengalami penurunan menjadi 37% ke 
36% dikarenakan dari 18 ribuan total UMKM terdata, sebanyak hanya 6 ribuan UMKM 
yang hanya melakukan pelaporan pajak PPh final (S N A Sasmita 2015). 
 
II. Landasan Teori 
Pengetahuan Pajak 

Pengetahuan apabila dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia  memiliki 
makna yakni sebuah proses, perlakuan, langkah untuk mengetahui ataupun memberi 
pemahaman. Pengetahuan tentunya sangat penting diterapkan untuk menjadi wajib 
pajak yang taat, tentunya dibutuhkan pengetahuan utuh terhadap perpajakan. 
Pengetahuan pajak dapat diukur dari pandangan hukum yang demikian tersebut adalah 
sebuah perikatan yang muncul akibat peraturan perundangan yang ada sehingga 
dengannya timbul keharusan masyarakat untuk segera membayarkan sejumlah iuran 
dari total pendapatan tertentu terhadap negara (Kebudayaan, 2003). 

Seluruh penghasilan di dalam agama Islam diharuskan untuk diperoleh dengan 
menggunakan hukum syariah dan penyalurannyapun harus sesuai hukum syara’ pula. 
Dalam pendapatan yang terjadi pada suatu Negara kebijakan utama yang harus 
dipastikan adalah ketentuan nash yaitu Al-Qur’an beserta Hadist yang menjelaskannya. 
Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188: 

  
᠐
نْ ا ᗫْق᠍ا مِّ ᠒ᖁ

َ
وْا ف

᠑
ل
᠑
ᝏ
᠔
امِ لِتَأ

ᡐ
حُᜓ

᠔
 ال

᠐
ᣠِا 

᠕
وْا بِهَا

᠑
دْل

ُ
ᘘَاطِلِ وَت

᠔
مْ ᗷِال

᠑
ᝣَنᚏَْمْ ب

᠑
ᝣ

᠐
مْوَال

᠐
ا ا

ٓ
وْ

᠑
ل
᠑
ᝏ
᠔
أ
َ
 ت

َ
ᢺَمُوْنَ و

᠐
عْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن
᠐
مِ وَا

ْ
ث ِ

ْ
ᢺاᗷِ ᠒اس  مْوَالِ النَّ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan 
jalan yang bathil dan janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui". (QS Al-Baqarah: 188). 
  
Indikator Pengetahuan Pajak 
 Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang pada prinsipnya 
diberlakukan bagi Undang-Undang pajak material. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan 
administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan 
kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta 
Pelaporan Pajak. 
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Pengetahuan Mengenai Sistem Perpajakan Di Indonesia 
 Indonesia saat ini menerapkan self assessment system yaitu wajib pajak diberi 
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan 
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.  
 
Macam-Macam Sanksi Pajak 

Perintah telah membuat Undang-Undang perpajakan yang salah satu isinya 
adalah macam-macam sanksi. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan ada dua 
macam sanksi bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan 
tingkat pelanggarannya, yaitu: 
 
Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan dapat diartikan dengan suatu kondisi/keadaan dimana seseorang 
harus menjalani segala bentuk ketetapan mengenai pajak dan menunaikan hak 
perpajakannya. Diketahui saat ini terdapat dua bentuk jenis kepatuhan yaitu 
kepatuhan yang bersifat formal dan juga kepatuhan bersifat material. Adapun 
pengertian dari kepatuhan yang sifatnya formal yaitu suatu kondisi/keadaan dimana 
masyarakat dharuskan untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan cara yang 
formal sesuai dengan ketetapan yang terdapat pada peraturan perundangan. 
 
Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 
 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ita Salsalina 
lingga (2009) adalah sebagai berikut: 

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak yang telah memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang 
wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib 
Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP). 
NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 
dan kewajibannya. 

2. Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Perutang Pajak yang 
telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos 
dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). 

3. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan Pajak Tunggakan pajak merupakan 
pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo 
tanggal pengenaan denda. 

4. Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan Wajib Pajak 
diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas 
waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa 
pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak 
Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. 
Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak 
menyampaikan SPT. 

Pajak 
Pajak sesuai dengan apa yang telah tertera pada Undang-undang tahun 2009 

nomor 16 yang menjelaskan tentang perombakan keempat untuk undang-undang tahun 
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1983 nomor 6 yang berisi keterangan yang berlaku secara umum dan prosedur 
perpajakan pada pasal dan ayat 1. Di dalamnyapun dijelaskan bahwa pajak merupakan 
keikutsertaan dalam membayar sejumlah uang terutang kepada suatu negara oleh 
masyarakat dan orang pribadi atau mungkin badan usaha yang mana pemungutannya 
secara legal boleh dilakukan secara memaksa, dengan tidak menerima keuntungan 
langsung serta dipergunakan untuk membiayai keperluan suatu negara demi 
kemakmuran masyarakat dan rakyat (Kusmilawaty, 2019). 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

Peraturan terkait Pajak Penghasilan yang telah tertera merupakan kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur mengenai tarif pajak atas 
penghasilan/pendapatan yang diperoleh dari usaha wajib pajak dengan batas peredaran 
bruto yang telah ditetapkan.  
 
Pajak Dalam Perspektif Islam 
 Pajak dalam khazanah ilmu bahasa sering sekali disebut dengan istilah Dharibah, 
yaitu asal kata dari (اᗖ᠍ ْ َ ᡧᣅ ،ُب᠒

ْᡧᣆᘌَ ،َب َ َᡧᣅ) yang maksunya adalah mengharuskan, 
menyetujui, menentukan, memukul/menetapkan, memperjelas atau membebankan. Di 
dalam kitab suci Al-Qur’an, da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, diantaranya pada 
penggalan QS. Al-Baqarah  ayat 61, Allah berfirman: (نَة

᠐
 وَالمَسْك

ُ
ة

ᡐ
ل

ِّ
يْهِمُ الذ

᠐
ᗖَتْ عَل ᠒

ُᡧᣅَو ◌ُ) yang 
kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi: “lalu ditimpahkanlah kepada mereka 
nista dan kehinaan”. 
  
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Definisi UMKM diatur dalam undang-undang republik indonesia No. 20 Tahun 
2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah 
usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki 
kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut (Virby, Oktora, Nurwita, 
Budi, & Sari, 2021). 
 
Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual merupakan suatu pemikiran seorang peneliti untuk 
menggambarkan pola berfikirnya dalam menyusun rangkaian urutan gambar secara 
terstruktur. Sebagai contoh keranga konseptual pada gambar di bawah ini, maka bisa 
dikatakan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh pada 
patuhnya wajib pajak. 

 
Gambar 2. Kerangka Konseptual 



Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA) 
Volume  4, Nomor 1, Juni, 2023 

eISSN: 2746-2137 
pISSN: 2746-5330 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Labuhanbatu 

 

 
 

1317 | P a g e  

 Dapat dilihat dari gambar diatas bahwasanya variabel Pengetahuan Pajak (X1) 
dan Sanksi Pajak (X2) saling berhubungan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
(Y). 
 
III. Metode Penelitian 
Waktu Penelitian 
 Adapun penelitian ini peneliti laksanakan tepat pada bulan Agustus 2022 
sampai dengan Februari 2023. 

 
Tabel 2. Waktu Penelitian 

 
 
Sampel 

Sampel merupakan suatu bagian yang terdapat pada suatu populasi tertentu 
yang dipilih oleh peneliti dengan memanfaatkan suatu teknik sampling. Adapun sampel 
pada penelitian ini merupakan para pelaku UMKM fashion yang berada di Pusat Pasar 
Medan. Adapun jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan perhitungan tabel 
yount sebagai berikut: 

Tabel 3. Tabel Yount 
Besar Populasi Besar Sampel 

0 – 100 100% 
101 – 1.000 10% 

1.001 – 5.000 5% 
5.001 – 10.000 3% 

>10.000 1% 
Sumber: Yount (1999) 
Berdasarkan tabel yount di atas bahwasannya jumlah sampel dengan populasi 

sebanyak 1.603 UMKM maka dapat di ambil sampel sebanyak 5% yang berarti 
pengambilan sampel pada penelitian ini menjadi 80 responden. Dan teknik sampling 
yang peneliti gunakan yakni teknik Purposive Sampling (Hardani, Ustiawaty, & Andriani, 
2020). 
 
Sumber Data 

Peneliti dalam penelitian ini menetapkan sumber data yang digunakan adalah 
data yang bersifat primer. Data primer dapat diartikan sebagai data yang bersumber 
langsung dari seorang atau individu dengan bentuk hasil wawancara ataupun hasil 
penyebaran kuesioner yang telah peneliti laksanakan (Umar, 2008). Pemerolehan data 



Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA) 
Volume  4, Nomor 1, Juni, 2023 

eISSN: 2746-2137 
pISSN: 2746-5330 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Labuhanbatu 

 

 
 

1318 | P a g e  

tersebut dilakukan dengan memberi sebuah pertanyaan/kuesioner untuk diisi dan 
dijawab oleh sejumlah responden dari pelaku UMKM bidang fashion yang telah 
ditentukan sebelumnya, tentang pengetahuan pajak dan sanksi pajak. 
 
Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pencarian data yang dilakukan dengan baik dan terperinci 
sebanding dengan peristiwa ataupun problematik yang terjadi, maka di dalam 
penelitian ini penulis menggunakan angket atau kuisioner sebagai metode atau teknik 
dalam pengumpulan data. Dimana angket/kuisioner merupakah sebuah teknik yang 
dilaksanakan dengan metode langsung yakni menyebar/ memberikan sebuah formulir 
yang berisikan pertanyaan ataupun juga pernyataan terkait dengan permasalahan yang 
ingin diteliti terhadap para  responden. Adapun metode tersebut bertujuan untuk 
memperoleh info/data secara langsung dan lebih akurat/tepat. Adapun pertanyaan yang 
ada pada kuesioner dikutip dari hasil penelitian yang telah dilakukan lebih dulu dan 
telah ditinjau oleh peneliti (Sani & Machfudz, 2010). 

Adapun penilaian setiap variabel pada penelitian ini diukur dengan skala likert 
yaitu setiap responden memberikan pendapatnya mengenai pernyataan yang diberikan. 
Kemudian dari pertanyaan/pernyataan tersebut disediakan 5 pilihan jawaban yang 
mesti dijawab oleh masing-masing responden, adapun pengukurannya adalah sebagai 
berikut : 
 

Tabel 4. Skala Likert 
No Keterangan Skor 

1 Sangat Paham 5 
2 Paham 4 
3 Netral 3 
4 Tidak Paham 2 
5 Sangat Tidak Paham 1 

 
Informasi yang didapat dari penelitian ini harus diteliti lagi supaya peneliti bisa 

menarik kesimpulan pada hasil penelitian dengan tepat dan terukur, dengan tujuan 
agar peneliti memahami bahwa data tersebut layak diuji kebenaran dan keandalannya, 
adapun cara pengujianya adalah dengan menggunakan uji validitas serta reliabilitas 
yang akan di bahas pada bab selanjutnya (Hardani et al., 2020). 
 
Teknik Analisis Data 
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode analisis regresi 
berganda, karena pada skripsi ini penulis berusaha menjelaskan pengaruh antara dua 
bentuk variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam membangun hasil serta kualitas 
penelitian, data yang peneliti dapatkan nantinya akan dianalisis menggunakan sebuah 
software statistik yaitu SPSS (Statistical Package for the Social Science) Versi 26.0, dan 
nantinya akan dipaparkan secara deskriptif. 
 
 
 



Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA) 
Volume  4, Nomor 1, Juni, 2023 

eISSN: 2746-2137 
pISSN: 2746-5330 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Labuhanbatu 

 

 
 

1319 | P a g e  

IV. Hasil Dan Pembahasan 
Hasil Penelitian 
Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dalam usaha dan perjuangannya demi meningkatkan taraf kepatuhan wajib 
pajak secara ihklas (voluntary tax compliance) dan juga mengembangkan pendapatan 
daerah yang berasal dari UMKM, Pemerintah sudah membuat dan menerbitkan 
Peraturan nomor 23 Tahun 2018 dengan menurunkan persentase yang awalnya adalah 1 
persen kini menjadi 0.5 persen. Peraturan dan ketentuan tersebut dibuat untuk 
membantu dan memudahkan pelaku UMKM agar mudah dalam pelaporan dan 
penghitungan perpajakannya. Hal ini merupakan strategi yang dilakukan DJP untuk 
menumbuhkan pendapatan daerah. 

Berikut ini adalah toko yang menjadi sampel pada penelitian ini: 
Tabel 5. Daftar Toko Pusat Pasar Medan 
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Sumber: Pusat Pasar Medan (data diolah) 

 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah UMKM yang berada di 
pusat pasar Medan. Responden pada penelitian ini sebanyak 100 orang. Deskriptif 
responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 6. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan 

 
Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 
Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa dari 100 responden, sebanyak 48 

orang dengan persentase 48% berijazah SMA, sebanyak 3 orang dengan persentase 3% 
berijazah D3, sebanyak 49 orang dengan persentase 49% berijazah S1. 
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Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP 
 Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah UMKM yang berada di 
pusat pasar Medan. Responden pada penelitian ini sebanyak 100 orang. Deskriptif 
responden berdasarkan kepemilikan NPWP dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP 

 
Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 
Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden, hanya 32 responden 

yang telah memiliki NPWP, dan sebanyak 68 resonden belum memiliki NPWP. 
 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Usaha 
 Berdasarkan lama usaha, Peneliti membagi menjadi 4 kelompok responden, 
penjelasan dan distribusi frekuensi lama usaha dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Usaha 

 
Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 

 Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 
lama usaha kurang dari 1 tahun sebanyak 14%, lama usaha 1-5 tahun sebanyak 59%. 
lama usaha 6-10 tahun sebanyak 26%, dan lama usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 1%. 
Berdasarkan data tersebut, maka tingkat lama usaha responden yang paling banyak 
adalah 1-5 tahun. 
 
Uji Kualitas Data 
Uji Validitas 

Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas 
dan reliabilitasnya sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk uji validitas 
kuisioner dilakukan dengan membandingkan r hitung atau nilai Pearson Correlation 
dengan membandingkan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung > r tabel (dengan sig. 0,05), 
maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Jadi apabila nilai r hitung atau nilai 
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Pearson Correlation lebih kecil dari nilai r tabel maka butir pertanyaan dalam kuisioner 
untuk variabel tersebut tidak valid atau jika r hitung < r tabel (dengan sig. 0,05), maka 
kuesioner tersebut tidak valid. 
 
Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) 

Untuk itu dilakukan uji terhadap instrumen kepada 86 orang sampel, dengan 
menggunakan teknik Pearson Correlation dengan tingkat korelasi α = 0,05 atau 5%. 

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) 

 
Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 

 Hasil analisis variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa adanya 6 
butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka 
dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena r hitung > r tabel 
dengan taraf signifikan 5% sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas. 
 
Pengetahuan Pajak (X1) 
 Untuk itu dilakukan uji terhadap instrumen kepada 86 orang sampel, dengan 
hasil sebagai berikut: 

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak 

 
Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 
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 Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan 
dan pernyataan pada setiap variabel pengetahuan pajak dinyatakan reliabel karena 
memiliki nilai cronbach’s alpha yang lebih besar dari 0,60. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
 Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 
residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model 
regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. 
Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada grafik 
normal P-P Plot of Regression Standardized Residual atau dengan uji One Sample Kolmogrov 
Smirnov. Distribusi data akan dikatakan normal apabila menghasilkan nilai residu lebih 
besar dari 0,05. 

 
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot 

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 
 
Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik atau pola menyebar di 

sekitar diagonal dan mengikuti diagonal tersebut sehingga data penelitian telah 
terdistribusi normal dan juga telah memenuhi model regresi yang baik. 

Hasil uji normalitas juga dapat dilihat pada diagram histogram pada gambar 2 
sebagai berikut: 
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Gambar 3. Histogram 

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 
Berdasarkan gambar 3  di atas uji normalitas dengan histogram dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal karena kurva histogram di 
atas berbentuk parabola dan bukan garis linear.  

Selanjutnya adalah menggunakan perhitungan Kolmogrov-Smirnov. Apabila nilai 
asymptotic significant (2-tailed) lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data 
variabel telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan 
perhitungan Kolomgrov-Smirnov menggunakan Software SPSS dapat dilihat di bawah ini: 
 

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 
Dilihat dari hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan 

Kolmogrov-Smirnov nilai asymptotic significant (2 – tailed) di atas bahwasannya nilai Asymp. 
Sig (2-tailed) yaitu 0,198 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data 
variabel telah berdistribusi normal. 
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Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program 
SPSS, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 12. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 
  Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS  

Dari nilai-nilai koefisien di atas, dapat disusun persamaan regresi berganda 
sebagai berikut: 

 KWPU = a + b1PP + b2SP + e 
Keterangan : 
a   = Konstanta 
PP   = Pengetahuan Pajak 
SP   = Sanksi Pajak 
KWPU = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
b1, b2   = Koefisien regresi untuk XI dan X2 
e   = Faktor Gangguan untuk PP dan SP 
Maka, KWPU = 12,397 + 0449PP + 0,094SP 

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: 
a. Nilai constant (a) = 12,397 artinya apabila skor variabel Pengetahuan Pajak dan 

Sanksi Pajak naik sebesar 12,397, maka wajib pajak pelaku UMKM di pusat 
pasar Medan akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan. 

b. Ketika variabel Pengetahuan Pajak (PP) ditingkatkan sebesar 1, maka 
Kepatuhan wajib pajak UMKM  akan meningkat sebesar 0449 dengan asumsi 
variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan. 

c. Ketika variabel Sanksi Pajak (SP) ditingkatkan sebesar 1, maka kepatuhan wajib 
pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,094 dengan asumsi variabel bebas 
lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan. 
Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat diketahui, 

bahwa hubungan yang terjadi antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak 
UMKM adalah hubungan yang positif dimana ketika pengetahuan pajak ditingkatkan, 
maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat pula. Dan hubungan yang terjadi 
antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah hubungan yang 
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bersifat positif, dimana ketika sanksi pajak ditingkatkan, maka akan berdampak pada 
kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 
Uji F (Uji Simultan) 
 Uji statistik F atau uji simultan merupakan kelayakan model/uji statistik untuk 
menunjukkan apakah secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi 
variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan untuk 
mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 
memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. 
Dengan tingkat simultan signifikan sebesar 5% atau 0,05. 

 
Tabel 13. Uji F 

 
Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 

 Untuk nilai Fhitung dalam persamaan ini sebesar 4,632 adapun untuk nilai Ftabel 
untuk jumlah data sebanyak 86, dengan jumlah variabel bebas sebanyak 2, variabel 
terikat sebanyak 1 dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,10 
maka Fhitung (4,632) lebih besar daripada Ftabel (3,10) sehingga Ha3 diterima dan Ho3 
ditolak, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari pengetahuan paja dan 
sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan 
wajib pajak UMKM. 

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,000. 
Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05(Sig < 
0,05) maka kesimpulannya adalah signifikan. Terlihat pada tabel di atas diperoleh nilai 
signifikansi (0,012) lebih besar dari 0,05. Maka keputusannya adalah variabel 
pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak pajak secara bersama-sama (simultan) 
memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak 
UMKM di Pusat Pasar Medan. 
 
Uji Koefisien Determinan (R2) 

Uji Determinan dilakukan untuk menjelaskan ketepatan model atau mengukur 
sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 
berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat 
terbatas. Nilai R2 mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.  

Berikut ini adalah nilai koefisien determinasi dari penelitian yang diperoleh dari 
hasil output SPSS. 
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Tabel 14. Uji Model R2 
Model 

Summaryb 
    

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 ,648a ,420 ,372 2,47304
Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai RSquare sebesar 0,420. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak mampu 
menerangkan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 42% yang 
berarti nilai tersebut dikatakan moderat karena lebih besar dari 0,33. Sisanya 58% 
dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. 
 
Pembahasan 
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai thitung pada 
variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 2,805 dengan signifikansi sebesar 5% nilai 
ttabel untuk jumlah data sebesar 86 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 dengan taraf 
signifikan 5% maka diperoleh nilai ttabel dengan rumus ttabel = t(a/2 ; n-k-1) sebesar 1,988. 
Kemudian membandingkan jika thitung > dari pada ttabel maka variabel tersebut 
dinyatakan terdapat pengaruh antara variabel. Karena thitung untuk variabel X1 (2,805) 
lebih besar dari ttabel (1,988) dan nilai Signifikasi (0,006) lebih kecil daripada (0,05) 
dengan koefisien variabel pengetahuan pajak bernilai positif. Hal ini menunjukkan 
bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan 
wajib pajak UMKM, sehingga membuktikan bahwa Ha1 diterima dan Ho1 ditolak. Hal 
ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pengetahuan wajib pajak pasti 
akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. 

(Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan 
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
(Rahmanto, 2014) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Ginting et al., 2017) 
mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan 
mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 
perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Dengan demikian hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Ma’ruf & Supatminingsih (2020), Cikal Sukma Guci dan Elly 
Halimatusadiah (2021), dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan 
Pemahaman Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
pada tahun 2021, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di sentra perdagangan jaket jalan 
rajawali timur kota bandung dan memperlihatkan adanya pengaruh positif pemahaman 
peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak yakni UMKM. 
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Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Sanksi pajak 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dapat diketahui 
bahwa nilai thitung sebesar 0,802 dengan signifikansi sebesar 5% nilai ttabel untuk jumlah 
data sebesar 86 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 dengan taraf signifikan 5% maka 
diperoleh nilai ttabel dengan rumus ttabel = t (a/2 ; n-k-1) sebesar 1,988. Kemudian 
membandingkan jika thitung > dari pada ttabel maka variabel tersebut dinyatakan ada 
pengaruh antara variabel. Karena thitung untuk variabel X2 (0,802) lebih kecil dari ttabel 
(1,988) dan nilai Signifikasi (0,425) lebih besar dibandingkan dengan (0,05) dengan 
koefisien variabel sanksi pajak bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa 
sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 
sehingga membuktikan bahwa Ha2 ditolak dan Ho2 diterima. Hal ini disebabkan bahwa 
pelaksanaan sanksi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap UMKM 
khususnya di Pusat Pasar Medan belum maksimal diterapkan, sehingga membuat para 
pelaku UMKM mengabaikan sanksi dan aturan mengenai perpajakan yang telah 
ditetapkan, sehingga wajib pajak tidak merasa harus untuk membayar pajaknya.  

Berdasarkan teori atrbusi, sanksi perpajakan merupakan perilaku masyarakat 
yang timbul dari faktor eksternal atau dapat dikatakan berasal dari situasi atau 
lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan mencari tahu mengenai 
sanksi perpajakan ketika masyarakat didalam situasi tertentu. (As’ari & Erawati, 2018) 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan dengan 
kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. (Kusuma, 2014) juga ikut menyatakan bahwa sanksi 
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Dengan demikian hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 
Maxuel dan Anita Primastiwi, dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan 
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-commerce yang 
dilakukan pada tahun 2021, menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM 
 Berdasarkan hasil uji F dari kedua variabel bebas, dapat diketahui bahwa nilai 
Fhitung dalam persamaan ini sebesar 4,632 adapun untuk nilai Ftabel untuk jumlah 
data sebanyak 86, dengan jumlah variabel bebas sebanyak 2, variabel terikat sebanyak 1 
dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,10 maka Fhitung (4,632) 
lebih besar daripada Ftabel (3,10) sehingga Ha3 diterima dan Ho3 ditolak, yang artinya 
seluruh variabel bebas yang terdiri dari pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara 
simultan berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,000. 
Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05(Sig < 
0,05) maka kesimpulannya adalah signifikan. Terlihat pada tabel di atas diperoleh nilai 
signifikansi (0,012) lebih besar dari 0,05. Maka keputusannya adalah variabel 
pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak pajak secara bersama-sama (simultan) 
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memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak 
UMKM di Pusat Pasar Medan.  Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM telah 
mengetahui peraturan perpajakan dan sanksi yang ada, Pengaruh yang signifikan juga 
dapat memberikan gambaran bahwa dengan adanya pengetahuan yang baik tentang 
pajak dan sanksi pajak khususnya para pelaku UMKM akan semakin patuh terhadap 
kewajiban yang harus dilakukannya. 

Dengan demikian hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 
oleh . Hasan Ma’ruf, Sri Supatminingsih, dengan judul The Effect of Tax Rate Perception, Tax 
Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance With Small and Medium Enterprises (MSME) 
in Sukoharjo. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak, 
pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP 
Pratama Sukoharjo sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo. 
 
V. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan 
dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengetahuan Pajak secara signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib 
pajak UMKM di Pusat Pasar Medan, Hal ini dikarenakan semakin tinggi 
tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan 
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya.  

2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di 
Pusat Pasar Medan. Hal ini disebabkan bahwa pelaksanaan sanksi pajak yang 
ditetapkan oleh pemerintah terhadap UMKM khususnya di Pusat Pasar Medan 
belum maksimal diterapkan, sehingga membuat para pelaku UMKM 
mengabaikan sanksi dan aturan mengenai perpajakan yang telah ditetapkan, 
sehingga wajib pajak tidak merasa harus untuk membayar pajaknya. 

3. Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM di Pusat Pasar Medan, ini menunjukkan bahwa wajib pajak 
UMKM telah mengetahui peraturan perpajakan dan sanksi yang ada, hal 
tersebut juga dapat memberikan gambaran bahwa dengan adanya pengetahuan 
yang baik tentang pajak dan sanksi pajak khususnya para pelaku UMKM maka 
waji pajak akan semakin patuh terhadap kewajiban yang harus dilakukannya. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa 
keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu 
sebagai berikut : 

1. Kepada Wajib Pajak UMKM agar lebih meningkatkan pengetahuan terhadap 
perpajakan, seperti memahami peraturan perpajakan yang ada, mendaftarkan 
diri sebagai wajib pajak, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Sehingga wajib 
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pajak dapat memenuhi kepatuhan pajaknya dan mengetahui hak dan 
kewajibannya.  

2. Pemerintah diharapkan bisa menyelengggarakan sosialisasi yang berisikan 
sanksi pajak ataupun pelatihan mengenai pajak secara rutin kepada masyarakat 
agar masyarakat bisa sadar dengan kewajibannya. 

3. Diharapkan agar terus adanya peningkatan yang dilakukan baik dari 
pemerintah maupun wajib pajak UMKM agar tercapainya kesejahteraan 
masyarakat. 
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